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BAB II 

KAJIAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA 

PENCUCIAN UANG 

 

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana 

1. Definisi Hukum Pidana 

Istilah Pidana berasal dari bahasa hindu Jawa yang artinya Hukuman, 

nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut straf. Dipidana artinya 

dihukum, kepidanan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, 

pemidanaan artinya penghukuman. Hilman Hadikusuma menyatakan :
 29

 

Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa belanda 

strafrecht adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan 

larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi 

mereka yang melanggarnya. 

 

Sedangkan menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada 

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-

dasar dan aturan-aturan untuk:
30

 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 

dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman 

atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa 

yang melanggar larangan tersebut. 

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka 

yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat 

dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah 

diancamkan. 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 

dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 

melanggar larangan tersebut. 

 

                                                            
29 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1992. hlm 114 
30 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993,  hlm 8 
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Hukum pidana tidak lahir dengan sendirinya atau dengan kata lain 

hukum pidana tidak lahir dari norma hukum itu sendiri, tetapi telah ada pada 

norma lain seperti norma agama, adat dan kesusilaan. Lahirnya hukum pidana 

adalah untuk menguatkan norma-norma tersebut. 

Leden Marpaung berpendapat bahwa hukum pidana di Indonesia itu 

sendiri secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu:
31

 

a. Hukum pidana materil yaitu semua ketentuan dan 

peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan 

yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang 

dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat 

dipertanggungjawabkan ter-hadap tindakan-tindakan 

tersebut dan hukuman yang bagai-mana yang dapat 

dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan 

hukum pidana yang abstrak. 

b. Hukum Pidana Formil merupakan sejumlah peraturan 

yang mengandung cara-cara Negara mempergunakan 

haknya untuk mengadili serta memberikan putusan 

terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan 

pidana, atau dengan kata lain adalah caranya hukum 

pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara 

konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini 

sebagai hukum acara pidana. 

 

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu strafbaarfeit, 

namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi 

strafbaarfeit. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan 

arti terhadap istilah strafbaarfeit menurut persepsi dan sudut pandang mereka 

masing-masing. 

 

 

                                                            
31  Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 

2005. hlm 2 
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Adami Chazawi menyatakan :
 32

 

Strafbaarfeit, terdiri dari tiga suku kata yakni, straf yang 

diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata baar 

diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata 

feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan 

perbuatan. 

 

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana, bahwa 

strafbaarfeit kiranya dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, 

pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan 

hukuman. 

Wirjono Prodjodikoro, menterjemahkan istilah strafbaarfeit sama 

dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 

hukum pidana.
33

 Simons, merumuskan bahwa strafbaarfeit itu sebenarnya 

adalah tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan 

sebagai tindakan yang dapat dihukum.
34

 

Muljatno, seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada 

menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan 

ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar 

larangan tersebut.
35

 

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan bahwa:
 36

 

                                                            
32  Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2001, hlm. 69. 
33  Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco, 

Jakarta, 1981, hlm 12 
34 Ibid, hlm. 12. 
35 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana cet VI, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54. 
36 Idib. hlm. 55. 



28 

 

 

Antara larangan dan ancaman ada hubungan yang sangat erat, 

oleh karenanya kejadian tidak dapat dilarang jika yang 

menimbulkan bukan orang, maka dalam hal ini orang tidak 

dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang 

ditimbulkan olehnya. Dan untuk menyatakan hubungan yang 

erat dipakailah istilah perbuatan, sebuah pengertian yang 

abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan yang konkrit, 

pertama adanya kejadian-kejadian tertentu dan kedua adanya 

orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu. 

 

Sedangkan untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana menurut 

Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
37

 

a. Perbuatan 

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum) 

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) 

 

Menurut R. Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana 

harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :
38

 

a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia. 

b. Yang bertentangan dengan pertauran perudang-undangan. 

c. Diadakan tindakan hukuman. 

 

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat 

perngertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu 

diikuti dengan penghukuman (pemidanaan), hal ini berbeda dengan apa yang 

disampaikan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan 

pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana. 

 

2. Tujuan Dan Fungsi Hukum Pidana 

Hukum Pidana merupakan ilmu pengetahuan Hukum, oleh karena itu 

peninjauan bahan-bahan mengenai Hukum Pidana terutama dilakukan dari 

                                                            
37 Ibid. hlm. 57. 
38 R. Tresna, Azas-azas Hukum Pidana, PT. Tiara, Jakarta, 1990, hlm. 20. 
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sudut pertanggung jawaban manusia tentang perbuatan yang dapat dihukum. 

Kalau seorang melanggar peraturan pidana, maka akibatnya ialah bahwa 

orang itu dapat dipertanggung jawabkan tentang perbuatannya itu sehingga ia 

dapat dikenakan hukuman. 

 CST Kansil menjelaskan bahwa:
 39

 

Tujuan Hukum Pidana itu memberi sistem dalam bahan-

bahan yang banyak dari hukum, azas-azas dihubungkan satu 

sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem. 

Penyelidikan secara demikian adalah dogmatis yuridis. 

Peninjauan bahan-bahan hukum pidana terutama dilakukan 

dari sudut pertanggung jawaban manusia tentang perbuatan 

yang dapat dihukum. 

 

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum 

publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi 

kepentingan-kepentingan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang 

mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan 

maupun kelompok orang (suatu organisasi).  

Teguh Prasetyo berpendapat bahwa : 
40

 

Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara 

lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam 

kehidupan masyarakat, hukum pidana hendaknya 

dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social defense 

yaitu untuk perlindungan masyarakat. 

 

Dalam perspektif Barat yang kehidupan bersamannya lebih didasarkan 

pada paham-paham seperti individualisme dan liberalisme. Konsep tentang 

tujuan diadakannya hukum pidana agaknya cenderung diorientasikan untuk 

                                                            
39 CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 1993, hlm. 250 
40 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Ctk. I, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.52 
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memberikan perlindungan terhadap berbagai macam kepentingan warga 

Negara secara individu dari kesewenang-wenangan penguasa.  

Konsep demikian antara lain dapat ditelusuri melalui berbagai 

pemikiran barat khususnya yang terkait dengan gagasan tentang azas 

legalitas. Sementara itu, ada pula pemikiran yang menggabungkan secara 

sekaligus dua tujuan diadakannya hukum pidana yang telah disebutkan diatas. 

Sehingga konsepnya menjadi bahwa hukum pidana diadakan tujuannya 

adalah disamping untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat 

kemasyarakatan, sekaligus juga melindungi kepentingan-kepentingan yang 

bersifat perseorangan.
41

 

a. Fungsi Umum Hukum Pidana 

Fungsi umum Hukum Pidana adalah untuk mengatur hidup 

kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat yang 

berisi ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk seluruh lapangan 

hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun diluar KUHP , 

kecuali ditentukan lain. Bagian umum ini, dalam KUHP dimuat dalam 

Buku I KUHP, pasal 1-103. Mengatur  tentang ketentuan batas 

berlakunya KUHP, pidana, hal yang menghapuskan, mengurangkan 

atau memberatkan pidana, percobaan, penyertaan, perbarengan, 

daluarsa, dsb. Pasal 103 merupakan aturan penutup yang mengatur 

tentang dapat dibuatnya undang-undang pidana lainnya diluar KUHP. 

 

                                                            
41 Ibid, hlm 52 
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b. Fungsi Khusus Hukum Pidana 

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi oleh hukum pidana 

itu ada tiga macam yaitu : 

1) Kepentingan hukum perorangan, misalnya kepentingan hukum 

terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, 

kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum 

terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap 

rasa susila, dsb. 

2) Kepentingan hukum masyarakat, misalnya kepentingan hukum 

terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas 

di jalan raya, dsb. 

3) Kepentingan hukum negara, misalnya kepentingan hukum terhadap 

keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap 

negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat 

kepala negara dan wakilnya, dsb. 

 

3. Teori Pemidanaan 

Penjatuhan pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuhan 

nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana, di sisi lain penjatuhan pidana 

dipahami sebagai aksi balas dendam oleh alat-alat negara secara legal formal.  

Dari perbedaan mengenai apa yang sebenarnya menjadi tujuan dan 

hakikat pemidanaan ini, pada ahirnya memunculkan banyak teori yang 
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membahasnya dilihat dari berbagai sudut dan sisi. Teori-teori ini berupaya 

menerangkan tentang dasar negara dalam menjatuhkan pidana. 

a. Teori Absolut 

Menurut teori absolut / mutlak, setiap kejahatan harus diikuti 

dengan pidana. Seorang mendapatkan pidana oleh karena ia melakukan 

tindak pidana, dan negara berhak menjatuhkan pidana karena ia telah 

melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, 

masyarakat atau negara ) yang telah dilindungi. 

Dari teori ini dapat dipahami bahwa seseorang yang melakukan 

tindak pidana, maka ia pun harus pula mendapatkan penganiyaan. 

Sehingga apabila kita hanya mengacu kepada teori yang demikian, 

maka penjauhan hukuman pidana hanya berupa tindakan balas dendam 

atas perbuatan yang telah dilakukan seseorang. 

b. Teori relatif atau teori tujuan.  

Menurut ini suatu tindak pidana tidak mutlak harus diikuti 

dengan pidana, oleh karenanya kurang tepat bila penjatuhan pidana 

hanya dipandang sebagai aksi balas dendam, tetapi penjatuhan pidana 

harus dipandang sebagai suatu yang berguna bagi pelaku tindak pidana 

atau pun masyarakat secara umum.  

Tujuan pokok diajatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak 

pidana adalah dalam rangka menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
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masyarakat, maka penjatuhan pidana sekurangkurangnya harus 

memiliki tiga macam sifat yaitu :
42

 

1) Bersifat menakut-nakuti / upaya preventif. 

2) Bersifat memperbaiki / upaya edukatif dan 

3) Bersifat membinasakan. 

 

c. Teori gabungan 

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada azas pembalasan 

dan azas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan 

itu menjadi dasar penjatuhan pidana. Secara garis besar teori ini dapat 

dibedakan menjadi dua yakni :
43

 

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 

pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang 

perlu dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib 

masyarakat. 

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata 

tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya 

pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang 

dilakukan terpidana. 

 

Menurut Thomas Aquino, bahwa yang menjadi dasar pidana itu 

ialah kesejahteraan umum.
44

 Untuk adanya pidana maka harus ada 

kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan itu hanya terdapat pada 

perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan suka rela.  

Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan 

yang dilakukan dengan suka rela inilah yang tiada lain bersifat 

pembalasan. Sifat pembalasan dari pidana adalah merupakan sifat 

umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan pidana 

                                                            
42 Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 156. 
43 Ibid, hlm. 163 
44 Ibid, hlm. 163 
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pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib 

masyarakat. 

 

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana dan Mens Rea  

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat 

dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya 

pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat 

dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang 

dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.
45

 Roeslan Saleh mengatakan 

bahwa:
 46

 

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang 

dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang 

yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. 

 

 Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak 

pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam 

Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang 

akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan 

tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat 

melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut 

kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung 

jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanya. Dalam hal 

dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum 

tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan 

                                                            
45  Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara 

Baru, Jakarta, 1990, hlm 80 
46 Ibid. hlm. 75 
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apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia 

akan dipidana.  

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat 

(dader) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, 

yaitu:
47

 

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya 

dipertanggungjawabkan dari si pembuat.  

2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu 

adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa). 

Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku 

seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang 

ditimbulkan dari perbuatannya.  

3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus 

dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan 

kepada pembuat.  

 

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) 

KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan 

pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-

undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi 

hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat 

dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat 

dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan 

pertanggungjawaban pidana.  

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) 

bentuk kesengajaan (opzet), yakni:
48

 

1. Kesengajaan sebagai Maksud  

                                                            
47 Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta, 1997,  hlm. 130 
48 Leden Mapaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafrika. Jakarta, 2005 

hlm. 15 
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Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat 

dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti 

ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di 

kenakan hukuman.  

2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti  

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (doer or dader) 

dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai 

akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti 

atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan 

terjadi suatu akibat lain.  

3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (Dolus 

Eventualis)  

Kesengajaan ini juga dsebut kesengajaan dengan 

kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan 

perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat 

tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin 

akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam 

oleh Undang-Undang.  
 

Lebih lanjut Leden Marpaung menjelakan bahwa pada umumnya, kelalaian 

(culpa) dibedakan menjadi 2, yaitu:
49

 

1. Kelalaian dengan kesadaran (bewuste schuld)  

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau 

menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia 

berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.  

2. Kelalaian tanpa kesadaran (onbewuste schuld)  

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau 

menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan 

diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia 

seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu 

akibat. 
 

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan 

sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan 

pidana (actrus reus) dan keadaan sifat batin pembuat (mens rea). Kesalahan 

(schuld) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur 

                                                            
49 Ibid. hlm. 26 
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pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si 

pembuat atas perbuatannya.  

Andi Zainal menyatakan bahwa:
 50

 

Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan 

pidana (actus reus) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak 

mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia 

telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak 

ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa. 

 

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan 

tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan 

pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang 

dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat 

dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP.  

Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya 

seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang 

yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam 

pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa 

pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang 

melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam 

undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan 

sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan 

pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila 

ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu 

                                                            
50  Andi Zainal Abidin. Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama. Alumni, 

Bandung, 1987, hlm. 72 
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melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan 

normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.  

 

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang di 

Indonesia 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak 

pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan 

jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk 

tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa 

melanggarnya maka akan dikenakan pidana.  

PAF Lamintang menjelaskan bahwa:
 51

  

Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu 

yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib 

dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-

peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

 

 Terkait dengan hal yang sama, Andi Hamzah member penjelasan sebagai 

berikut:
 52

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan 

dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana 

dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan 

perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang 

mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan 

perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. 

 

                                                            
51   P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta 

Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7. 
52   Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia 

Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22 
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Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi 

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
53

 

Jenis-jenis tindak pidana menurut Andi Hamzah dibedakan atas dasar-dasar 

tertentu, sebagai berikut:
54

 

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku 

II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. 

Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan 

“pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi 

pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke 

III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem 

hukum pidana di dalam perundang-undangan secara 

keseluruhan;  

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak 

pidana formil (formeel Delicten) dan tindak pidana materil 

(Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak 

pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan 

itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 

362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil 

inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang 

dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang 

dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana; 

3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan 

menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak 

pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak 

pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP 

antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP 

(pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan 

hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang 

dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian 

(culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, 

misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya 

seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 

188 dan Pasal 360 KUHP; 

                                                            
53 P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm. 16. 
54 Andi Hamzah. Op.Cit. hlm. 25-27 
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4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif 

(positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil 

adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan 

dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, 

misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan 

(Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan 

menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak 

pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara 

formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur 

perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur 

dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak 

murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa 

tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak 

aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang 

tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur 

dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya 

sehingga anak tersebut meninggal.  

 

 

1. Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

Adrian Sutedi menjelaskan bahwa :
 55

 

Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal 

sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Al Capone, 

penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam 

dari usaha kejahatannya dengan memakai Meyer Lansky, 

orang Polandia, yaitu seorang akuntan, mencuci uang 

kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (laundry).  

 

Al Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi, yaitu perusahaan 

pencucian pakaian atau disebut laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika 

Serikat sebagai salah satu strateginya, yang kemudian usaha pencucian pakaian 

ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari 

cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti 

uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran. 

                                                            
55  Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, 

Likuidasi, Dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17. 
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Menurut Sarah N. Welling, money laundering dimulai dengan adanya 

“uang haram” atau “uang kotor” (dirty money). Uang dapat menjadi kotor 

dengan dua cara, pertama, melalui pengelakan pajak (tax evasion), yang 

dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal, 

tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan 

pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh, kedua, memperoleh 

uang melalui cara-cara yang melanggar hukum. 

Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain penjualan 

obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (drag sales atau 

drag trafficking), penyuapan (bribery), terorisme (terrorism), pelacuran 

(prostitution), perdagangan senjata (arms trafficking), penyelundupan 

minuman keras, tembakau, dan pornografi (smuggling of contraband alcohol, 

tobacco, pornography), penyelundupan imigran gelap (illegal immigration 

rackets atau people smuggling), dan kejahatan kerah putih (white collar crime). 

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) secara populer dapat 

dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan 

perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh 

kejahatan terorganisir (organized crime) maupun individu yang melakukan 

tindakan korupsi, perdagangan narkotika dan tindak pidana lainnya.
56

 Hal ini 

bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari 

hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai 

                                                            
56  Yunus Husein, “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam 

Memberantas Tindak Pidana Pencucuian Uang”, Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 22 Nomor 3, 

2003), hlm. 26. 
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uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan 

ilegal.
57

 

Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau money 

laundering sebagai:
58

 

Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh 

seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang 

berasaldari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan 

atau menyamarkan asalusul uang tersebut dari pemerintah atau 

otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak 

pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke 

dalam sistem keuangan (finacial system) sehingga uang tersebut 

kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai 

uang yang halal. 

 

Dalam Undang-Undang TPPU, disebutkan bahwa pencucian uang adalah 

segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan 

ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur 

yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta 

unsure merupakan hasil tindak pidana. 

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam 

ketentuan Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang TPPU. Intinya adalah bahwa 

tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang 

dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja 

menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 

menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, 

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas 

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

                                                            
57 Ibid. hlm 26 
58 Sutan Remy Sjahdeini, Loc.Cit, hlm 15. 
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pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta 

kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya. 

Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu 

money “uang” dan laundering “pencucian”, jadi, secara harfiah money 

laundering merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan, 

yang sebenarnya tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai 

money laundering,
59

 karena baik negara-negara maju dan negara-negara dunia 

ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas 

dan perspektif yang berbeda, namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat 

mengartikan money laundering dengan pencucian uang.
60

 

 

2. Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang 

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian 

uang, yaitu sebagai berikut: 

a. Placement 

Placement (penempatan) merupakan upaya menempatkan uang 

tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial 

system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, 

sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, 

terutama sistem perbankan. Placement merupakan tahap yang paling 

sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari 

                                                            
59 Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 

2010, hlm 153. 
60 Adrian Sutedi, Op. Cit., hlm 19. 
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kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurangmenimbulkan kecurigaan 

dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.
61

 

b. Layering 

Layering (transfer) merupakan upaya mentransfer harta kekayaan 

yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil 

ditempatkan pada penyedia jasa keuangan sebagai hasil upaya penempatan 

(placement) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dilakukannya layering, 

membuat penegak hukum sulit untuk dapat mengetahui asal-usul harta 

kekayaan tersebut. 

Dalam layering terjadi pemisahan hasil kejahatan dari sumbernya 

yaitu aktivitas kejahatan terkait melalui beberapa tahapan transaksi 

keuangan atau pelaku pencuci uang berusaha memutuskan hubungan uang 

hasil kejahatan itu dari sumbernya. Terdapat proses pemindahan dana dari 

beberapa rekening atau lokasi sebagai hasil placement ke tempat lainnya 

melalui transaksi kompleks yang didesain untuk menyamarkan sumber 

dana “haram” tersebut. Layering dapat dilakukan melalui pembukaan 

sebanyak mungkin rekening perusahaan fiktif dengan memanfaatkan 

ketentuan rahasia bank. Dengan demikian, pada tahap ini sudah terjadi 

pengalihan dana dari beberapa rekening ke rekening lain melalui 

mekanisme transaksi yang kompleks, termasuk kemungkinan 

pembentukan rekening fiktif dengan tujuan menghilangkan jejak. 

 

                                                            
61  Yenti Ganarsih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money landering), cet. 1, 

(Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm 55. 
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c. Integration  

Integration (penggabungan) merupakan upaya menggunakan harta 

kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke 

dalam sistem keuangan melalui penempatan (placement) atau transfer 

(layering) sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (clean 

money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali 

kegiatan kejahatan. Disini yang yang “dicuci” malalui placement maupun 

layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak 

tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya 

yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. Integration ini merupakan 

tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil 

kejahatan.
62

 

Dalam ketiga tahap proses pencucian uang tersebut, laporan yang 

disampaikan oleh penyedian jasa keuangan sangat penting untuk 

digunakan sebagai upaya melakukan deteksi. Itu pulalah sebabnya 

mengapa penyedia jasa keuangan yang dengan sengaja tidak 

menyampaikan laporan kepada PPATK dipidana dengan denda paling 

banyak dua ratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar 

rupiah.  

Penyedia jasa keuangan di atas diartikan sebagai penyedia jasa 

dibidang keuangan, misalnya bank, perusahaan pembiayaan, dana pensiun 

lembaga keuangan, perusahaan efek, pedagang valuta asing, 

                                                            
62 Yenti Ganarsih, Op. Cit., hlm. 56. 



46 

 

 

penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, koperasi yang 

melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, dan penyelenggara 

kegiatan usaha pengiriman uang.
63

 

Undang-Undang TPPU merupakan sarana untuk mewujudkan 

harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola 

kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Sasaran dalam 

undang-undang ini adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses 

pencucian uang dalam bentuk placement, layering dan integration. 

Kemudian karena sasaran utama dalam kegiatan pencucian uang adalah 

lembaga keuangan bank maupun non bank, maka sasaran pengaturan dari 

undang-undang ini meliputi peranan-peranan aktif dari lembaga-lembaga 

ini untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang. 

 

3. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang 

Dalam Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan 

yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, 

penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di 

bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan 

orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, 

penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang 
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perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang 

kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana 

penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum 

Indonesia. Pencucian uang dibedakan dalam beberapa bentuk tindak pidana: 

a. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, 

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menbayarkan, menghibahkan, 

menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan 

dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta 

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana 

karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah). 

b. Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati 

hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang 

yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, 

peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas 

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena 

tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua 
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puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah). 

c. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang 

yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, 

hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan 

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut dianggap juga sama 

dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak 

Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam 

undangundang ini. 

Dalam Undang-Undang TPPU, dikatakan bahwa setiap orang yang 

berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat 

untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang 

sama seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. 

Ketentuan di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU dikecualikan bagi 

pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Untuk delik tindak 

pidana pencucian uang seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-

Undang TPPU dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap 

korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Di luar pengaturan Pasal 2, 

Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terdapat pasal-pasal lain yang mengatur mengenai 
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tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak 

pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur pada 

Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang TPPU. 

Lembaga keuangan bank dan non bank diterminologikan dalam 

pengaturan undang-undang ini dengan penyedia jasa keuangan. Penyedia jasa 

keuangan diartikan sebagai penyedia jasa dalam bidang keuangan atau jasa 

lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, 

lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali 

amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana 

pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos. 

Dalam Undang-Undang TPPU, penyedia jasa keuangan antara lain: bank, 

perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, 

dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, 

kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta 

asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-

money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, 

pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka 

komoditas; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Sedangkan 

penyedia barang dan/atau jasa lain: perusahaan properti/agen properti, 

pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, 

pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.
64

 

                                                            
64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 17 ayat (1). 
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Menurut Undang-Undang TPPU, transaksi keuangan mencurigakan 

adalah:
65

 

a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau 

kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; 

b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan 

dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang 

bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan 

ketentuan undang-undang ini; 

c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 

menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak 

pidana; atau 

d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh 

pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal 

dari hasil tindak pidana. 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK (Indonesian 

Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC) seperti yang 

diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang TPPU adalah lembaga 

independen dibawah Presiden Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka 

mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Dengan 

dibentuknya PPATK ini, maka Indonesia telah memenuhi salah satu dari The 

Forty Recommendations yang diusulkan oleh Financial Action Task Force On 

Money laundering (FATF), dalam usaha pemberantasan tindak pidana 

                                                            
65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka (5). 
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pencucian uang di Indonesia. Dalam Pasal ke 16 The Forty Recommendations 

dari FATF disebutkan mengenai pembentukan Financial Intelligent Unit yang 

secara umum bertugas menganalisis transaksi-transaksi keuangan untuk 

mencegah adanya transaksi yang merupakan kegiatan pencucian uang, dan 

lembaga yang memiliki kewenangan seperti Financial Intelligent Unit di 

Indonesia ini adalah PPATK. 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK ini memiliki 

kelembagaan yang independen, yang bebas dari campur tangan yang bersifat 

politik seperti lembaga negara, penyelenggara negara dan pihak lainnya. 

PPATK dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk menolak campur 

tangan dari pihak manapun. PPATK yang merupakan lembaga independen 

yang bertanggung jawab kepada Presiden merupakan Financial Intelligent Unit 

dengan model administratif (administrative model). Model administratif ini 

lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa 

keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis 

dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan ke institusi penegak hukum, 

yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. 

Fungsi PPATK seperti yang diatur dalam Undang-Undang TPPU antara 

lain adalah: 

a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; 

b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; 

c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan 
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d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan 

yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana 

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 

Pada ketentuan Undang-Undang TPPU, PPATK dalam melaksanakan 

fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK 

berwenang : 

a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi 

pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan 

mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah 

dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; 

b. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan; 

c. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang 

dengan instansi terkait; 

d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya 

pencegahan tindak pidana pencucian uang; 

e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum 

internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang; 

f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian 

uang; dan 

g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang. 


